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ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
	
	

	
	
	

	Menimbang:
	
	

	a. bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi bank perekonomian rakyat syariah dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha yang sehat serta dapat menyerap risiko kerugian;
	
	

	b. bahwa dalam rangka mewujudkan industri bank perekonomian rakyat syariah yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan ketentuan terkini;
	
	

	c. bahwa dengan telah diperkenankannya bank perekonomian rakyat syariah memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta penyertaan modal pada lembaga penunjang, konsekuensi atas agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai, pemberlakuan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perubahan mekanisme setoran modal, maka ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri bank perekonomian rakyat syariah, sehingga perlu diganti;
	
	

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
	
	

	
	
	

	Mengingat:
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	

	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	

	4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
	
	

	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	

	Menetapkan:
	
	

	[bookmark: _Hlk218245078]PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.
	
	

	
	
	

	BAB I
KETENTUAN UMUM
	
	

	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
	
	

	1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
	
	

	2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR Syariah. 
	
	

	3. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset dalam laporan posisi keuangan yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
	
	

	
	
	

	BAB II
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
	
	

	Pasal 2
	
	

	BPR Syariah menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	
	

	BPR Syariah menyediakan modal inti minimum paling rendah 8% (delapan persen) dari ATMR.
	
	

	
	
	

	Pasal 4
	
	

	(1) Dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, modal terdiri atas:
a. modal inti; dan 
b. modal pelengkap.
	
	

	(2) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. modal inti utama; dan
b. modal inti tambahan.
	
	

	(3) Modal inti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. modal disetor; dan
b. cadangan tambahan modal.
	
	

	(4) Cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. agio;
b. dana setoran modal;
c. modal sumbangan;
d. cadangan umum;
e. cadangan tujuan;
f. laba tahun-tahun lalu; dan
g. laba tahun berjalan.
	
	

	(5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;
b. surplus revaluasi aset tetap; dan
c. penyisihan penilaian kualitas aset umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
	
	

	
	
	

	Pasal 5
	
	

	Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
a. perhitungan pajak tangguhan (deffered tax);
b. goodwill;
c. disagio;
d. agunan yang diambil alih yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah;
e. properti terbengkalai yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR Syariah;
f. selisih kurang antara cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan penilaian kualitas aset;
g. rugi tahun-tahun lalu; dan
h. rugi tahun berjalan.
	
	

	
	
	

	Pasal 6
	
	

	(1) Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perkalian nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat di laporan posisi keuangan BPR Syariah dengan bobot risiko dalam bentuk persentase tertentu.
	
	

	(2) Nilai dan/atau tagihan bersih yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai dan/atau tagihan bersih aset termasuk imbalan yang akan diterima jika ada, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk aset selain kualitas lancar.
	
	

	
	
	

	Pasal 7
	
	

	(1) BPR Syariah harus memantau kondisi permodalan dengan menghitung sendiri kecukupan permodalan paling sedikit untuk periode bulanan.
	
	

	(2) Pedoman perhitungan KPMM dan modal inti minimum BPR Syariah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	(3) Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum sebagaimana dimuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	(4) Format perhitungan ATMR sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
	
	

	
	
	

	BAB III
PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
	
	

	Pasal 8
	
	

	(1) Setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah, BPR Syariah harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
	
	

	(2) BPR Syariah yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
a. laporan berkala bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus.
	
	

	
	
	

	Pasal 9
	
	

	(1) Memperhatikan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah, BPR Syariah dilarang melakukan distribusi laba jika:
a. distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau
b. BPR Syariah belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
	
	

	(2) Distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pembagian dividen kepada pemegang saham, pembayaran tantiem kepada direksi atau dewan komisaris, dan pembayaran bonus kepada karyawan yang sifatnya non operasional.
	
	

	(3) Larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pembayaran insentif yang sifatnya operasional yang dikaitkan dengan kinerja dan telah dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya oleh BPR Syariah pada tahun berjalan.
	
	

	(4) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR Syariah.
	
	

	(5) Jumlah pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar selisih lebih laba tahun berjalan terhadap proyeksi laba yang disisihkan pada tahun yang bersangkutan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebagaimana tercantum pada rencana tindak BPR Syariah.
	
	

	(6) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengakibatkan kondisi permodalan BPR Syariah tidak mencapai rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
	
	

	
	
	

	BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
	
	

	Pasal 10
	
	

	(1) BPR Syariah menyampaikan permohonan:
a. persetujuan tambahan setoran modal termasuk setoran modal dalam bentuk aset tetap;
b. persetujuan komponen modal inti tambahan;
c. persetujuan komponen modal pelengkap; dan
d. persetujuan modal sumbangan,
kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
	
	

	(2) BPR Syariah menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
a. bukti penggunaan gedung, ruangan, dan infrastruktur penunjang; dan
b. dokumen administrasi yang membuktikan tujuan penggunaan aset untuk operasional BPR Syariah antara lain keputusan Direksi mengenai penggunaan aset.
	
	

	(3) BPR Syariah menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui aplikasi pelaporan online Otoritas Jasa Keuangan kanal laporan insidental BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
	
	

	
	
	

	BAB V
KETENTUAN PENUTUP
	
	

	Pasal 11
	
	

	Ketentuan mengenai selisih kurang antara cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan penilaian kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027.
	
	

	
	
	

	Pasal 12
	
	

	Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
	

	
	
	

	Pasal 13
	
	

	Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	
	

	
	
	



